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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

bahwa Rencana Pembangunan Menengah Daer ah (RPJMD) Kabupaten Barito
Selatan merupakan arah Pembangunan yang ingin dicapai dalam kurun waktu
masa bakti Kepala Daerah terpilih yang disusun berdasarkan Visi, Misi dan
Program Kepala Daerah, dimana program dan kegiatan yang direncanakan
sesuai urusan pemerintahan yang menjadi batas kewenangan daerah dengan
mempertimbangkan kemampuan/kapasitas keuangan daerah;

bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 150 ayat 3 huruf b Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurufa dan
b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra
Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) Sebagai Undang-Un dang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembara  n Negara Republik
Indonesia Nomor 4438).

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008
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tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004
tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4444;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Peruba han atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nega ra Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 200 8 tentang Tahapan , Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817;

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentan g Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Tugas dan Wewenang serta keduduk an Keuangan Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5107);sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur
sebgai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangun an
Jangka Menengah Nasional 2010-2014;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentan g Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri
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Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
dan Menteri Keuangan, Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010,
Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional ( RPJMN) 2010-2014;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pem erintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 40);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Susunan Organi sasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito
Selatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito
Selatan Tahun 2005-2025.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
dan
BUPATI BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH (RPJM-D) KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN
2011-2016

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem da n prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara
Pemerintah Daerah.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai unsur
Pembantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , yang selanjutnya disingkat RP]  MD,
adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Visi dalam rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode
perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan visi.

Strategi adalah ca ra untuk mewujudkan tujuan dan dirancang secara konseptual, analitis,
realitis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program.
Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai
tujuan.

Program ad alah instrumen kebijakan yang berisi atau lebih kegiatan untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan
kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (SDM), barang
modal termasuk peralatan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua
jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran
(output) dalam bentuk barang/jasa.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Rencana
Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP RPJMD
Pasal 2

Rencana Pembangunan Jang ka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun mulai tahun 2011-2016 yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala
Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA RPJMD
Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Sela tan 2011-
2016 sebagaiman dimaksud pasal 1 ayat (5) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
a. PENDAHULUAN

b. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

. INDIKAST RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

PENUTUP

T Sige th 0 A0

Pasal 4



Isi beserta uraian perincian dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini, terdapat dalam
Naskah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito
Selatan 2011-2016 sebagaiman a pada Lampiran Peraturan Daerah ini yang mer upakan
bagian tidak terpisahkan.

Pasal 5

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan 2011-
2016 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah strategis, perlu
dimasyarakatkan dan dijadikan acuan dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan
pembangunan daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada Tanggal 20 April 2012

Diundangkan di Buntok
Pada Tanggal 20 April 2012

DAMBER LIWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2012
NOMOR 4






